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TENTANG  PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN 

ABSTRAK • bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat 

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah 

PERUSAHAAN DAERAH  BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN. MENCABUT 

• Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 

23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017; Permendagri No.94 Tahun 2017; Permendagri No.38 Tahun 

2018; Perda No.1 Tahun 2017 

 

CATATAN :  

• Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang : Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan, 
ketentuan Umum, Pembentukan, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA,MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN 
USAHA, JANGKA WAKTU BERDIRI, MODAL , ORGAN, RAPAT KPM, DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI, PEGAWAI, 
PERENCANAAN DAN PELAPORAN, TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA, KERJASAMA, PERHIMPUNAN BANK 
PERKREDITAN RAKYAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, Ketentuan Penutup 
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